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ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 

tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. 

 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 

2026; UU No. 55 Tahun 2024; PP No. 17 Tahun 1980; Permendagri No. 86 

Tahun 2017; Perda Kota Padang No. 11 Tahun 2024; dan Perda Kota Padang 

No. 9 Tahun 2025, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang 

tercantum dalam bagian Mengingat. 

 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2027 sebagai dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2027 menjadi pedoman 

dalam perumusan dan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) serta penyusunan Rancangan 

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS). RKPD Tahun 2027 disusun dengan sistematika yang meliputi 

pendahuluan; gambaran umum kondisi daerah; kerangka ekonomi dan 

keuangan daerah; sasaran dan prioritas pembangunan daerah; rencana kerja 

dan pendanaan daerah; kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 

penutup. RKPD Tahun 2027 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 



 - Dalam pelaksanaannya, Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan 

pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan 

hasil RKPD Tahun 2027. RKPD Tahun 2027 dapat diubah berdasarkan hasil 

pengendalian dan evaluasi apabila tidak sesuai dengan perkembangan keadaan 

dan/atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat. 

CATATAN - Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juli 2026 

 


